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Masih Ditemukan Kebocoran Aset 

 

https://kalsel.prokal.co 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi program 

pencegahan korupsi terintegrasi bersama 13 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan 

(Kalsel) di Auditorium K.H. Idham Chalid Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru. 

Dalam rakor itu, Direktur Wilayah III Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK Bahtiar 

Ujang Purnama mengatakan masih ada kebocoran pada fokus area perbaikan tata kelola 

pemda. Fokus area ini mencakup sektor bisnis, penegakan hukum dan reformasi birokrasi, 

politik, pelayanan publik hingga sumber daya alam atau SDA. 

Untuk SDA, terangnya, baik dari kelautan, energi, tambang mineral, perkebunan 

masih banyak yang bocor. Kebocoran ada di mana? “Ada pada hak negara, penyetoran 

pendapatan tidak masuk. Belum lagi ada proses perizinan diwarnai gratifikasi dan suap,” ujar 

Bahtiar kemarin. 

Dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, Bahtiar menjelaskan, salah satu 

yang juga menjadi perhatian KPK adalah pengelolaan aset daerah. Menurutnya, penertiban 

prasarana, sarana dan utilitas (PSU) masih harus didorong. 

Berdasarkan data KPK, sebutnya, saat ini masih ada sekitar 910 PSU yang belum 

diserahkan di seluruh wilayah Kalsel. Sedangkan pemda ditargetkan sebanyak 86 di tahun 

2021 ini. 

Untuk itu ingatnya, KPK mendorong setiap pemda agar merencanakan dan 

menetapkan target penyerahan PSU yang lebih baik. Dia mengingatkan agar penyerahan PSU 

yang pembangunannya sudah selesai agar menjadi prioritas dan disegerakan. 

Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPN Kalsel Alen Saputra menyampaikan, bahwa 

BPN terus melakukan simplifikasi kebijakan untuk mencegah kecurangan-kecurangan. 
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“Salah satu inovasi BPN adalah sertifikasi elektronik yang bertujuan untuk memberikan 

kepastian hukum dan menjamin keamanan sertifikat. BPN akan uji coba di 12 kota besar. 

Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA mengingatkan agar sistem pencegahan korupsi 

dijalankan secara menyeluruh, integratif, dan berkesinambungan. Jika tidak, korupsi akan 

menyebabkan iklim investasi menjadi tidak sehat. 

Sumber Berita: 

https://beritabanjarmasin.com, Datang Ke Kalsel, Begini Paparan KPK RI, Selasa, 20 

April 2021. 

https://kalsel.prokal.co, Masih Ditemukan Kebocoran Aset, Selasa, 20 April 2021. 

Catatan: 

A. Aset dan Barang Milik Daerah  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pasal 1 ayat (2), Barang Milik Daerah adalah 

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.  

Yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, 

yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang 

spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan 

perolehan lainnya yang sah adalah barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau 

yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan 

undang-undang dan diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap.   

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki 

oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai 

pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi 

pemerintah daerah. 

B. Tindak Pidana Korupsi 

Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang 

negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau 

orang lain. 

Dalam kamus hukum “Black’s Law Dictionary” Henry Campbell Black menjelaskan 

pengertian korupsi (terjemahan bebas): 
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“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan 

yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara 

salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan 

untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-

hak dari pihak lain.” 

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi yaitu Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

Pasal 1 angka 1, menyebutkan: 

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” 

Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

yaitu  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (UU Tipikor / UU PTPK) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Berdasarkan peraturan tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak 

pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk tersebut dapat disederhanakan ke dalam tujuh 

kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam 

jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam 

pengadaan, dan gratifikasi. 

1. Kerugian Keuangan Negara 

UU Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formal. Unsur „dapat 

merugikan keuangan negara‟ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti 

langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap 

merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan 

kerugian negara. 

  

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-

XIV/2016 mengatur bahwa: 

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana 
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penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

  

Kata „dapat‟ sebelum frasa „merugikan keuangan atau perekonomian negara‟ 

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal.  

Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang 

sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. 

2. Suap-menyuap 

Contoh perbuatan suap dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya diatur 

dalam Pasal 5 UU 20/2001, yang berbunyi: 

1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) setiap orang yang: 

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau 

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena 

atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, 

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 

2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau 

janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana 

dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

3. Penggelapan dalam Jabatan 

Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001 yang berbunyi: 

 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, 

dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena 

jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau 

digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 
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4. Pemerasan 

Pemerasan dalam UU Tipikor berbentuk tindakan: 

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan 

kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau 

menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi 

dirinya sendiri; 

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 

tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah 

merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan 

merupakan utang; atau 

c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, 

telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang 

berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan. 

5. Perbuatan Curang 

Perbuatan curang dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya berbentuk: 

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual 

bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan 

perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau 

keselamatan negara dalam keadaan perang; 

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan 

bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas; 

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional 

Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan 

curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; 

atau 

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara 

Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan 

sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. 

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan 

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di 

mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak 

langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau 
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persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau 

sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. 

7. Gratifikasi 

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap 

pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan 

dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan: 

a. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut 

bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. 

b. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap 

dibuktikan oleh penuntut umum. 

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi 

adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun 

dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling 

banyak Rp1 miliar. 

Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang 

diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 hari sejak 

tanggal gratifikasi tersebut diterima. 

(sumber: 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-

tindak-pidana-korupsi/) 

 

Selain dari tindak-tindak pidana tersebut di atas, masih ada tindak pidana lain yang 

berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: 

1. Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi, diatur dalam ketentuan Pasal 21 

UU PTPK; 

2. Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan yang Tidak Benar, diatur 

dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 28 UU PTPK; 

3. Bank yang Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka, diatur dalam 

ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 29 UU PTPK; 

4. Saksi atau Ahli yang Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu, 

diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 35 UU PTPK; 

5. Orang yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan atau 

Memberi Keterangan Palsu, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 36 UU PTPK; 

6. Saksi yang Membuka Identitas Pelapor, diatur dalam ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 31 

UU PTPK. 


